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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi  yang berbunyi “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan 

hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. 

Artinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum langsung mengikat dan berlaku semenjak putusan tersebut 

dibacakan.  

Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan 

penundaan pelaksanaan putusan yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka 

untuk umum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

12-16-19/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013. 

Pada tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi menunda 

Pelaksanaan Putusan terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi 

menyatakan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan 

UUD 1945 karena menimbulkan dualisme peradilan. Mahkamah Konstitusi 

memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat Undang-Undang (Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah) untuk membentuk Undang-Undang 

Pengadilan Tipikor yang baru. Undang-Undang baru itu harus mengatur 
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak 

pidana korupsi. Apabila pada tanggal 19 Desember 2009 Dewan Perwakilan 

Rakyat belum juga mengesahkan Undang-Undang baru, maka Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi dinilai tidak lagi memiliki kewenangan. Akibatnya, seluruh 

penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum.
1
  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 ini 

mendapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi H.M 

Laica Marzuki. Laica berpendapat bahwa Putusan Mahkamah berkekuatan hukum 

mengikat (inkracht van gewijsde) sejak diucapkan, serta tidak ada lagi upaya 

hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut. Daya tidak mengikat 

putusan dimaksud bersamaan dengan pengucapan putusan. Akibat hukum putusan 

Mahkamah bermula sejak diucapkan dan keberlakuan suatu norma materi, muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan tidak mengikat 

secara hukum oleh Mahkamah tidak boleh lagi direntang ulur ke depan. 

Permohonan pengujian terhadap Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipandang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 seyogianya dikabulkan, dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat sejak 

diputuskan.
2
  

                                                 
1
http://majelisdhuha.wordpress.com/2011/03/15pasal-53-uu-kpk-tetap-berkekuatan-

hukum-mengikat-paling-lambat-tiga-tahun-2/ 

 

2
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 terkait Pengujian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Dissenting Opinion oleh Hakim Konstitusi H.M Laica Marzuki, hlm. 294-295. 
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Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi 

Pemberantasan Korupsi menyatakan menghormati dan mematuhi putusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor KPK Jl Veteran 

III, (22/12/2006) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riana 

mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan pengadilan 

Tipikor secara tersendiri hingga kini secara yuridis formal tidak mempengaruhi 

kasus-kasus yang sedang diusut KPK. Erry berharap, Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Pemerintah segera mengagendakan penyusunan Undang-Undang tentang 

pengadilan tipikor tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi juga siap memberikan 

masukan agar Undang-Undang tersebut segera disusun.
3
 

Kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi kembali 

melakukan Penundaan Pelaksanaan Putusan terkait Pengujian Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil 

terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk 

Pemilu Serentak yang digagas oleh Effendi Ghazali. Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang telah mengabulkan sebagian permohonan pemohon terhadap 

Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden, namun Mahkamah menyatakan putusan tersebut berlaku untuk 

                                                 
3
http://majelisdhuha.wordpress.com/2011/03/15pasal-53-uu-kpk-tetap-berkekuatan-

hukum-mengikat-paling-lambat-tiga-tahun-2/ 
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penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. 

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pemilu serentak untuk pemilihan umum tahun 

2019 dan pemilihan umum seterusnya menjadi polemik. Sebab, banyak pihak 

yang mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ada juga pihak-pihak 

yang menyatakan kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
4
 Eva Kusuma 

Sundari, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III dari Fraksi PDI-

Perjuangan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi memberlakukan Pemilu 

serentak pada 2019 ini dianggap sebagai jalan tengah, di satu sisi amanat 

konstitusi dimenangkan, tapi di sisi lainnya tahapan pemilu yang tinggal eksekusi 

tidak diganggu. Sementara itu, petinggi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 

Surya Paloh yang sempat mengemukakan penolakan terkait uji materi Undang-

Undang Pilpres ini jusru mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai 

putusan yang arif dan bijaksana. “Nasdem menyambut baik langkah MK ini. 

Putusan ini saya katakan sebagai putusan yang tepat, arif dan bijaksana”. Hal 

tersebut disampaikannya karena dengan pelaksanaan Pemilu 2019, maka 

persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat memiliki waktu yang lebih panjang. 

Sehingga persiapannya dapat lebih matang dan diharapkan tidak terulang kembali 

sejumlah permasalahan yang sempat terjadi pada Tahun 2014.
5
 Di sisi lain, 

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq turut 

mempertanyakan alasan mengapa Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan 

Pemilu serentak baru berlaku pada Tahun 2019. Padahal seharusnya putusan 

                                                 
4
http://m.bisnis.com/quick-news/read20140123/15/198999/pemilu-serentak-2019-ini-

tanggapan-pro-kontra-dari-parpol 

 

5
 Ibid. 
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Mahkamah Konstitusi itu diberlakukan pada 2014 yaitu sejak putusan telah 

dibacakan.
6
 Adapun, Peserta Konvensi capres Partai Demokrat yang juga ketua 

DPR RI, Marzuki Alie menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final 

dan mengikat. Karena itulah, seluruh pihak perlu mematuhi putusan Mahkamah 

Konstitusi terkait uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 

tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, 

putusan Mahkamah Konstitusi layak untuk dikritisi. Apalagi saat Mahkamah 

Konstitusi menyatakan pemilu serentak, tapi baru diberlakukan pada 2019. “MK 

itu hanya berhak menerima atau menolak, MK cukup mengatakan Undang-

Undang Pilpres melanggar konstitusi. Selebihnya, urusan Komisi Pemilihan 

Umum, Pemerintah semua yang terkait. Mahkamah Konstitusi tak boleh ikut 

menentukan kapan pemilu serentak digelar karena hal itu wewenang 

Penyelenggara Pemilu.
7
 

Terhadap kalimat penundaan pelaksanaan putusan yang tidak dituangkan 

secara tertulis oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 dan amar putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dapat diperkuat dengan opini yang 

disampaikan oleh Hakim Konstitusi Harjono di ruang kerjanya pada hari jum’at 

tanggal 24 Januari 2014. Harjono menjelaskan pertimbangan putusan penundaan 

pemilu serentak itu tidak hanya murni berpikir secara hukum. Akan tetapi, 

memikirkan asas manfaat yang menjamin pelaksanaan dari putusan itu agar tidak 

                                                 
6
 Ibid. 

 

7
 http://m.beritasatu.com/nasional/163037-marzuki-alie-kritisi-putusan-mk.html 
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menimbulkan kekacauan. Terlebih, Mahkamah Konstitusi bukan hanya kali ini 

memutuskan pengujian Undang-Undang yang tidak bisa langsung diterapkan 

ketika putusan selesai dibacakan. Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara 

pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi terkait pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

yang harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun 

sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan . 
8
 

Asas kemanfaatan itu lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari 

hukum itu kepada masyarakat, karena hakikat sesungguhnya dari hukum itu ada 

untuk mengabdi kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.
9
 

Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang ditunda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Penundaan 

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

yang ditunda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu dipertanyakan 

Konstitusionalitasnya terhadap Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Putusan Mahkamah Konstitusi 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum”. Dalam bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa Putusan 

Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat dan 

                                                 
8
 http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52e298a3f0b40/mk-bantah-putusan-pemilu-

serentak-bernuansa-politis 

 

9
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, 

Jakarta, 2011, hlm. 134. 
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berlaku semenjak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sementara 

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah menunda pelaksanaan 

atas putusan tersebut, jarak waktu atas penundaan pelaksanaan putusan juga 

berbeda-beda. Kedua Putusan tersebut telah memicu terjadinya pro dan kontra 

dari kalangan masyarakat, Kemandirian Hakim Konstitusi dipertanyakan, 

bagaimana mungkin lembaga yang berwenang untuk menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk 

dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional serta mempunyai kekuatan hukum 

mengikat atau tidak, melakukan penundaan pelaksaanan putusan yang berbeda-

beda jangka waktunya, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi jelas memperoleh 

kekuatan hukum mengikat semenjak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-

16-19/PUU-IV/2006 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Nomor 

14/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka dapat dilihat adanya 

permasalahan terhadap Putusan tersebut yakni : 

1. Apakah penundaan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

dibenarkan menurut Hukum? 
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2. Apa dampak penundaan  Putusan terhadap Pemenuhan Hak Konstitutional 

pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

1945? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah penundaan pelaksanaan Putusan Mahkamah 

Konstitusi dapat dibenarkan menurut hukum. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak penundaan pelaksanaan Putusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap pemenuhan hak konstitusional pemohon 

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat bermanfaaat, 

baik bersifat secara teoritis maupun bersifat praktis. 

Secara teoritis yakni: 

1. Untuk memperluas cakrawala berfikir penulis dan melatih kemampuan 

dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk 

karya tulis ilmiah. 

2. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata 

Negara serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama proses 

perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian hukum dengan baik. 

3. Untuk melatih kemampuan menganalisa dan menjawab keingintahuan 

penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini sekaligus 
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diharapkan juga bermanfaat memberikan kontribusi dalam menunjang 

perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. 

Secara praktis 

1. Memberikan kontribusi dalam menunjang pengetahuan bagi individu, 

masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah 

pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

 

E. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk 

membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
10

 

2. Pendekatan Penelitian 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum  

terdiri atas beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).
11

 Dari beberapa pendekatan tersebut, 

                                                 
10

 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 2010, hlm. 13. 

 

11
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, 2010, hlm. 93. 
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pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan 

Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan Undang-Undang (statute approach)  dilakukan dengan menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani. Kemudian penelitian ini juga didukung dengan 

pendekatan kasus (case approach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan yang tetap.
12

  

3. Bahan Hukum 

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Bahan hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mepunyai otoritas 

(autoratif). Bahan hukum terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan; 

(b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan 

perundang-undangan; dan (c) putusan hakim
13

 yang terkait dengan 

penelitian ini, antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945  

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahakamah 

Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

                                                 
12

 Ibid, hlm. 94. 

 

13
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 2011, hlm. 47. 
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Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan 

d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden 

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 

terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

g) Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: 

(a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) 

kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar komentar 

atas putusan hakim.
14

 

 

                                                 
14

 Ibid. hlm. 54 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik Pengumpulan Bahan yang digunakan adalah Teknik Penelitian 

Kepustakaan yaitu Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
15

 

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan 

perencanaan secara sistematis, terhadap semua dokumen dan bahan lain yang 

telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang telah ditemukan dan 

dapat menyajikannya pada orang lain secara jelas. 
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 Ibid. hlm. 176 


